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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 067.2/0344.2 /14.00 /2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Kudus Nomor
5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dan
untuk mewujudkan kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus
melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kudus Nomor 067/017/2014 sebagaimana diubah terakhir
melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kudus Nomor 067/032.1/2016;

b. bahwa seiring dengan perkembangan yang ada, untuk meningkatkan
efisien, efektif, transparansi akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan administrasi kependudukan kepada
masyarakat maka Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Nomor 067/032.1/2016 dimaksud
perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
b perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit
Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1799);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 80);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun
2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun
2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan
Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun
2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data
Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun
2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96
Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1789);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi
Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1790);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
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28. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Pencabutan 6 (Enam) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus (mencabut
salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8
Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil);

29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana terakhir
diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2009
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12
Tahun 2008;

30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 16
Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil;

31. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Kependudukan Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Kependudukan
sebagaimana dimaksud di atas meliputi ruang lingkup pelayanan publik
bidang administrasi kependudukan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Kependudukan di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus meliputi :
a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:
1. SOP Pelayanan Penerbitan Biodata Penduduk;
2. SOP Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
3. SOP Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
(KTP-el);
4. SOP Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP);
6. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Luar
Negeri (SKPLN);
7. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tingal
(SKTT).

o

b. Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas :
1. SOP Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
2. SOP Pelayanan Pencatatan Kematian;
3. SOP Pelayanan Pencatatan Perkawinan;
4. SOP Pelayanan Pencatatan Perceraian;
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5. SOP Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak;
6. SOP Pelayanan Pencatatan Pengakuan Anak;
7. SOP Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak;
8. SOP Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama.
KEEMPAT . Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kudus.
KELIMA . Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Nomor
067/032.1/2016 tentang Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 Mei 2020

_KEPALADBRINAS KEPENDUDUKAN DAN
/PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS,

B
~===FEKO HARI DJATMIKO

Tembusan :
1. PIt. Bupati Kudus (laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS
NOMOR :067.2/0344.2/14.00 /2020
TANGGAL :6 Mei 2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS

BAB |
PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa administrasi kependudukan adalah
rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data
kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan dengan memberikan pelayanan kepada publik.

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) adalah
standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi
pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Adapun
manfaat Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) adalah
sebagai berikut:

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan
yang menjadi tugasnya;

2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang
aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;

4. Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi
manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan
proses sehari-hari;

5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit
untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah
dilakukan;

7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung
dalam berbagai situasi;

8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan
prosedur;

9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh
aparatur dalam melaksanakan tugasnya,;

10.Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur;

11.Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur
dalam melaksanakan tugasnya,;

12. Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan
hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;

13.Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;

14 Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam
memberikan pelayanan;



15.Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan
standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi
bagi kinerja pelayanan.

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Administrasi Kependudukan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip
kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan efektifitas, keselarasan, keterukuran, dinamis,
berorientasi pada pengguna yang dilayani, kepatuhan hukum, kepastian hukum.

Sedangkan prinsip pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Kependudukan memperhatikan prinsip-prinsip  konsistensi, komitmen, perbaikan
berkelanjutan, mengikat, seluruh unsur memiliki peran penting, dan terdokumentasi dengan
baik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana yang diberi
kewenangan melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan dengan
memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan pendaftaraan penduduk dan
pencatatan sipil dengan online secara nasional, diharapkan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dapat memberikan pelayanan informasi kependudukan
yang tepat waktu, tepat administrasi, tepat aturan dan tepat sasaran serta terpadu sehingga
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memacu terselenggaranya tertib
administrasi kependudukan. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperlancar,
mempermudah dan mempercepat proses pembuatan KTP-el, Kartu Keluarga dan
pencetakan kutipan akta pencatatan sipil secara nasional. Pemanfaatan teknologi informasi
administrasi kependudukan merupakan salah satu upaya dalam rangka membangun dan
mengelola data base kependudukan yang dapat dimanfaatkan sebagai bank data yang
lengkap, akurat, aman dan dapat diakses secara cepat dan terpadu. Dengan tersedianya
sarana dan prasarana serta terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan
secara nasional diharapkan dapat mewujudkan tujuan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu
strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dalam rangka untuk mewujudkan Visi
dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus untuk jangka menengah
pada tahun 2018-2023 yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi
kependudukan.

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam
jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran memperhatikan pernyataan tujuan yang telah
dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok
sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap Perangkat Daerah.

Sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan merupakan sasaran pada level OPD
(eselon 1), yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja
sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka
menengah.

Sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kudus pada tahun 2018-2023 adalah :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Berkaitan dengan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus sebagaimana tersebut di atas,
maka dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat
dibutuhkan suatu jaminan pelayanan bahwa pelayanan yang dilakukan manajemen
dilaksanakan berkualitas sesuai dengan Standar Pelayanan yang ada.



Untuk menunjukkan dan memberikan jaminan pelayanan tersebut, maka Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus memiliki ketentuan yang
berorientasi untuk melaksanakan Standar Pelayanan secara konsisten yaitu slogan/motto
yang menjadi janji dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis Standar Pelayanan. Slogan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus adalah “Melayani Sepenuh
Hati Dengan Hati-hati dan Tidak Sesuka Hati”.

Tabel 1
Tujuan, Sasaran, Slogan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

Tujuan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi
kependudukan
Sasaran 1. Meningkatnya  kualitas  penyelenggaraan  administrasi
kependudukan.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
Slogan/Motto Melayani Sepenuh Hati Dengan Hati-hati dan Tidak Sesuka Hati
Pelayanan

Adapun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas
daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kudus. Di dalam Bab VIII Pasal 151 s.d pasal 178 mengatur tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.

1. Kedudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretraris
Daerah (Pasal 151 ayat 1 dan ayat 2).

2. Susunan Organisasi
Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kudus.diatur sebagaimana Pasal 152, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, yang terdiri dari:
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yang terdiri dari:
1. Seksi Identitas Penduduk;
2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaran.
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan
Data, terdiri dari:
1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Tugas Pokok
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas sebagaimana
diatur dalam pasal 153 ayat (1) yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.



4. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1),

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus menyelenggarakan
fungsi (pasal 154) :

a.

o Q

perumusan kebijakan daerah di bidang pelayanan pendaftaran penduduk,
pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan
dan pemanfaatan data;

. penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk,

pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan
dan pemanfaatan data;

pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang pelayanan
pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;

. penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pelayanan

pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;

pengendalian dan pelaporan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk,
pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan
dan pemanfaatan data;

penyelenggaraan administrasi dinas pelayanan pendaftaran penduduk,
pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan
dan pemanfaatan data;

. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas;
. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus merupakan dinas
daerah tipe B, dimana tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijalankan mendasarkan
pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus.
Adapun susunan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kudus secara lengkap sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1
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BAB Il
STANDAR OPERASIOANAL PROSEDUR (SOP)

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas sebagai komitmen
dan merupakan bentuk jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik
di bidang administrasi kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
menyusun dan menetapkan Standar Operasioan| Prosedur (SOP) Administrasi Kependudukan
sebagaimana berikut :

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

1.

N OakrWDN

SOP Pelayanan Penerbitan Biodata Penduduk;

SOP Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK);

SOP Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
SOP Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);

SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP);

SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN);
SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tingal (SKTT).

b. Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas :

1.

© NO Ok WN

SOP Pelayanan Pencatatan Kelahiran;

SOP Pelayanan Pencatatan Kematian;

SOP Pelayanan Pencatatan Perkawinan;

SOP Pelayanan Pencatatan Perceraian;

SOP Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak;
SOP Pelayanan Pencatatan Pengakuan Anak;
SOP Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak;
SOP Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama.



BAB Il
PENUTUP

Penggunaan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan bagian dari
pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Keberhasilan pelaksanaan standar operasional prosedur di lingkungan organisasi
perangkat daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik ditentukan oleh komitmen
dan konsistensi para pelaksana dalam pelayanan publik.

Melalui penetapan standar operasional prosedur ini diharapkan dapat memberikan
kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat yang selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS,




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PENERBITAN BIODATA PENDUDUK

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
JI. Sunan Muria No. 9 Kudus 59313
Telp. 0291 - 438813 Fax. 0291 - 437585
e-mail : capil.kudus@gmail.com
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Nama SOP

Pelayanan Penerbitan Biodata Penduduk

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

PMDN Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

PMDN Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Kudus Perda Nomor 12 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

1. Terampil mengoperasikan komputer dan
teknologi IT

2. Pendidikan Minimal SLTA

3. Bersikap sopan, disiplin dan tepat waktu
pelayanan.

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

Data perseorangan dalam dokumen Biodata Penduduk merupakan
induk data kependudukan seseorang, sehingga akan berpengaruh
kepada keakuratan data pada dokumen kependudukan yang lain.

Meja, kursi, alat tulis, ruang tunggu,
komputer, printer, formulir  pengajuan
pelayanan dan blangko  administrasi

kependudukan, jaringan dan internet.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila terdapat kesalahan entry dan cetak dokumen Biodata

Penduduk oleh Petugas, maka proses entry dan cetak ulang dokumen
Biodata Penduduk harus dilaksanakan saat itu juga. Namun apabila
kesalahan terdapat pada Pemohon, Pemohon harus mengulangi
pembetulan berkas persyaratan dan mengulangi dari proses awal
dengan data dan persyaratan yang benar.

1. Data pelaporan direkam dalam basis data
kependudukan nasional.

2. Dokumen kependudukan yang terbitkan

merupakan dokumen elektronik yang
telah ditandatangani secara elektronik.




Nama SOP : Pelayanan Penerbitan Biodata Penduduk

Pelaksana Mutu Baku
No Vraian Prosedur Register / FO Operator SIAK Kasi / Kabid Dafduk Kadin Persyaratan/ Waktu Output Ket
Kelengkapan
1. [Mengagendakan dan 1. Biodata WNI di wilayah NKRI (Surat Pengantar dari RT dan RW; Dokumen @ 5 menit Berkas Permohonan
memverifikasi berkas atau Bukti Peristiva Kependudukan dan Peristiwa Penting; Bukti Pendidikan benar dan lengkap
permohonan Terakhir)
2. Biodata WNI dari Luar Negeri (Dokumen Perjalanan Rebuplik Indonesia; Surat
Keterangan Pindah / SKPLN)
3. Biodata penduduk bagi WNA (Dokumen Perjalanan; KITAS/KITAP; Surat
2. [Mengolah data dengan | va Komputer, Database SIAK @ 7 menit Biodata Penduduk dan
komputer dan cetak verifikasi Berkas Permohonan
Biodata Penduduk
menggunakan Online v _’@7
SIAK
tidak S——
idak
3. [Verifikasi dan Validasi va Verifikasi dan validasi @ 5 menit Biodata Penduduk dan
Biodata Penduduk verifikasi w@ Berkas Permohonan
& validasi
4. |Verifikasi, validasi ulang erifikasi Biodata penduduk @ 5 menit Biodata Penduduk Berkas Permohonan
Biodata Penduduk dan & validasi (tertandatangani dan  |diserahkan kepada Operator
penandatanganan terstempel / QR Code); SIAK untuk diarsip
Biodata Penduduk. Berkas Permohonan
Setelah tervalidasi,
Berkas permohonan
diserahkan kepada
Operator SIAK untuk
diarsip. v
5. |Operator SIAK Biodata Penduduk (tertandatangani dan terstempel / QR Code) @ 3 menit Buku Agenda, dan
mengagendakan Biodata Penduduk
Biodata Penduduk yang (tertandatangani dan
tercetak yang akan terstempel / QR Code)
diserahkan kpd pemohon
6. |Biodata Penduduk Buku Agenda, dan Biodata Penduduk (tertandatangani dan terstempel / QR Code) @ 5 menit Buku Agenda

diserahkan kepada
Front Office untuk
kemudian diserahkan
kepada pemohon.
Pemohon mengambil
Biodata Penduduk
dengan

-0

aqidus,  Mei 2020
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
IRIL KABUPATEN KUDUS
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Nama SOP

Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

PMDN Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

PMDN Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Kudus Perda Nomor 12 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

1. Terampil mengoperasikan komputer dan
teknologi IT

2. Pendidikan Minimal SLTA

3. Bersikap sopan, disiplin dan tepat waktu
pelayanan.

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

. SOP Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-
el)

. SOP Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah

. SOP Pelayanan Surat Keterangan Pindah Penduduk ke Luar Negeri
(SKPLN)

Meja, kursi, alat tulis, ruang tunggu,
komputer, printer, formulir  pengajuan
pelayanan dan blangko  administrasi

kependudukan, jaringan dan internet.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

. Apabila terdapat kesalahan entry dan cetak dokumen KK oleh
Petugas, maka proses entry dan cetak ulang dokumen KK harus
dilaksanakan saat itu juga. Namun apabila kesalahan terdapat pada
Pemohon, Pemohon harus mengulangi pembetulan berkas
persyaratan dan mengulangi dari proses awal dengan data dan
persyaratan yang benar

. Data perseorangan dalam dokumen Biodata Penduduk merupakan
induk data kependudukan seseorang, sehingga akan berpengaruh
kepada keakuratan data pada dokumen kependudukan yang lain.

1. Data pelaporan direkam dalam basis data
kependudukan nasional.

2. Dokumen kependudukan yang terbitkan

merupakan dokumen elektronik yang
telah ditandatangani secara elektronik.




Nama SOP : Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Mutu Baku
No Uraian Prosedur P tan/ Ket
Register / FO Operator SIAK Kasi / Kabid Dafduk Kadin ersyaratan Waktu Output
Kelengkapan
1. [Mengagendakan dan Penerbitan KK baru WNI (Fc buku nikah/surat nikah, Surat Keterangan @ 5 menit Berkas Permohonan
memverifikasi berkas Pindah/SKPLN, / Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas bagi penduduk benar dan lengkap
permohonan rentan adminduk, / Petikan Keppres ttg Pewarganegaraan dan BA Pengucapan
Sumpah/Pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula
berkewarganegaraan asing)
- Penerbitan KK baru orang asing (lzin tinggal tetap, buku nikah/akta
* perkawinan/akta perceraian, Surat Keterangan Pindah)
- - Penerbitan KK karena perubahan data (KK lama, surat keterangan / bukti
verifikasi perubahan peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting seperti akta kelahiran,
akta kematian, Fc ijasah)
- Penerbitan KK karena hilang/rusak (Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian/KK
rusak, Fc KTP-el, apabila pemohon orang asing maka ditambah dengan KITAP)
tidak
2. |Mengolah data dengan va Komputer, Database SIAK @ 7 menit KK dan Berkas
komputer dan cetak KK verifikasi Permohonan
menggunakan Online
e
tidak —
tidak
3. |Verifikasi dan Validasi va Verifikasi dan validasi @ 5 menit KK dan Berkas
KK. asi Permohonan
lidasi
4. |Verifikasi, validasi ulang I KK @ 5 menit KK (tertandatangani Berkas Permohonan
verifikasi .
KK dan & validasi dan terstempel / QR diserahkan kepada
penandatanganan KK. Code); Berkas Operator SIAK untuk diarsip
Setelah tervalidasi Permohonan
! idak ya
Berkas permohonan tida g>—*
diserahkan kepada *
Operator SIAK untuk
diarsip. i
5. |Operator SIAK KK (tertandatangani dan terstempel / QR Code) @ 3 menit Buku Agenda KK, dan
mengagendakan KK ¢ KK (tertandatangani
yang tercetak yang akan dan terstempel / QR
diserahkan kpd pemohon Code)
6. |KK diserahkan kepada Buku Agenda KK, dan KK (tertandatangani dan terstempel / QR Code) @ 5 menit Buku Agenda KK

Front Office untuk
kemudian diserahkan y
kepada pemohon. K

Pemohon mengambil KK

dengan
menandatangani Buku

Agenda KK.

v ~Kudus,  Mei 2020
EPALADINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN'SIPIL KABUPATEN KUDUS
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PENERBITAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
(KTP - EL)

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
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Nama SOP Pelayanan Penerbitan Kartu  Tanda

Penduduk Elektronik (KTP - el)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

PMDN Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

PMDN Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Kudus Perda Nomor 12 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

1. Terampil mengoperasikan komputer dan
teknologi IT

2. Pendidikan Minimal SLTA

3. Bersikap sopan, disiplin dan tepat waktu
pelayanan.

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

. SOP Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Meja, kursi, alat tulis, ruang tunggu,
komputer, printer, formulir  pengajuan
pelayanan dan blangko  administrasi

kependudukan, jaringan dan internet.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

. Apabila terdapat kesalahan cetak dokumen KTP oleh Petugas, maka
cetak ulang dokumen tersebut harus dilaksanakan saat itu juga.
Namun apabila kesalahan terdapat pada Pemohon, Pemohon harus
mengulangi pembetulan berkas persyaratan dan mengulangi dari
proses awal dengan data dan persyaratan yang benar.

. Data perseorangan dalam dokumen Biodata Penduduk merupakan
induk data kependudukan seseorang, sehingga akan berpengaruh
kepada keakuratan data pada dokumen kependudukan yang lain.

1. Data pelaporan direkam dalam basis data
kependudukan nasional.

2. Dokumen kependudukan yang terbitkan
merupakan dokumen elektronik yang
telah ditandatangani secara elektronik.




Nama SOP : Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP - el)

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Persyaratan/ Ket
Register / FO Operator SIAK Waktu Output
Kelengkapan
1. |Mengadendakan dan memverifikasi - Penerbitan KTP-el baru bagi WNI (telah berusia @ 5 menit Berkas
berkas permohonan —> 17 tahun/sudah menikah, Fc KK) Permohonan
- Penerbitan KTP-el baru bagi orang asing (telah Iengbk:r:)atr:lan
| berusia 17 tahun/sudah menikah, Fc KK,
- Dokumen perjalanan, KITAP)
- Penerbitan KTP-el karena pindah datang (Surat
Keterangan Pindah, Fc KK)
- Penerbitan KTP-el karena hilang/rusak (Surat
Keterangan Hilang dari Kepolisian, KTP-el rusak,
Fc KK, bagi orang asing yang memiliki izin tinggal
tetap dengan menyertakan dokumen perjalanan
" dan KITAP)

2, |Perekaman data kependudukan, Komputer, Database SIAK, dan / Penunggalan data @ 8 menit KTP-el dan
penunggalan data kependudukan verifikasi kependudukan di Pusat Berkas
dan pencetakan KTP-el Permohonan
menggunakan internet dan jaringan input data |->|_|<IP/J
online. Berkas Permohonan . —
diarsipkan, kemudian KTP-el yang
sudah tercetak diserahkan kepada i
Petugas Register/FO untuk X
kemudian diagenda dan dilakukan @
penyerahan kepada Pemohon. ¢

3 | KTP-el di agenda untuk selanjutnya Buku Agenda, KTP-el @ 2 menit Buku Agenda
diserahkan kepada pemohon. ar e
Pemohon mengambil KTP-el N
dengan menandatangani Buku
Agenda.

Kudus, Mei 2020

SINAS KEPENDUDUKAN DAN
NSIRIL KABUPATEN KUDUS
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
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Nama SOP Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Identitas
Anak (KIA)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang- | 1. Terampil mengoperasikan komputer dan
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan teknologi IT

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan | 2. Pendidikan Minimal SLTA
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang- | 3. Bersikap sopan, disiplin dan tepat waktu
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pelayanan.

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

4. PMDN Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

5. PMDN Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

6. PMDN Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Kudus Perda Nomor 12 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Meja, kursi, alat tulis, ruang tunggu,
komputer, printer, formulir  pengajuan
pelayanan dan  blangko  administrasi
kependudukan, jaringan dan internet.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila terdapat kesalahan entry dan cetak dokumen KIA oleh |1. Data pelaporan direkam dalam basis data
Petugas, maka proses entry dan cetak ulang dokumen KIA harus kependudukan nasional.
dilaksanakan saat itu juga. Namun apabila kesalahan terdapat pada |2. Dokumen kependudukan yang terbitkan
Pemohon, Pemohon harus mengulangi pembetulan berkas merupakan dokumen elektronik yang
persyaratan dan mengulangi dari proses awal dengan data dan telah ditandatangani secara elektronik.

persyaratan yang benar

2. Data perseorangan dalam dokumen Biodata Penduduk merupakan
induk data kependudukan seseorang, sehingga akan berpengaruh
kepada keakuratan data pada dokumen kependudukan yang lain.




Nama SOP : Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Persyaratan/ Ket
Register / FO Operator SIAK Waktu Output
Kelengkapan
1. |Mengadendakan dan memverifikasi ) Berusia 17 th / @ 5 menit Berkas
berkas permohonan telah menikah Permohonan
- Fotocopy KK lengkap dan benar
ya
2, |Perekaman data kependudukan dan Komputer, Database @ 13 menit KIA dan Berkas
pencetakan KIA menggunakan internet verifikasi SIAK, dan / Permohonan
dan jaringan online. Berkas Penunggalan data
Permohonan diarsipkan, kemudian KIA input data MA,J kependudukan di Pusat
yang sudah tercetak diserahkan —
kepada Petugas Register/FO untuk
kemudian diagenda dan dilakukan
penyerahan kepada Pemohon. @
3 | KIA di agenda untuk selanjutnya Buku Agenda, KTP-el @ 2 menit Buku Agenda
diserahkan kepada pemohon. KA
Pemohon mengambil KTP-el dengan =
menandatangani Buku Agenda.
Kudus,  Mei 2020
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